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TATA KELOLA DANA DESA BERBASIS PERENCANAAN 

PARTISIPATIF DI DESA PANTAI CERMIN KIRI KABUPATEN 

SERDANG BEDAGAI 

 

ABSTRAK 

 

RIMADONA HUSMAYANTI 

1703100038 

 

Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 mengandung 

konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, kebebasan berkreasi 

membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, namun demikian disisi 

lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus diselesaikan. Masalah yang 

sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan keuangan daerah dari 

sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana untuk membiayai 

pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana seluruh aktivitas 

pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. Melihat permasalahan tersebut, 

lahirlah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 sebagai payung hukum tata 

pemerintahan desa. Dengan adanya UU sekaligus merupakan penegasan bahwa 

desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus 

kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana tata 

kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif yang dilaksanakan di desa Pantai 

Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai dalam proses perencanaan, pelaksanaan 

dan pertanggungjawabannya apakah sudah didasarkan pada prosedur dan aturan 

yang berlaku. Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. Menurut David Williams dalam Moloeng (2013: 5) menulis 

bahwa penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, 

dengan menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang 

tertarik secara alamiah. Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini 

adalah metode kualitatif deskriptif yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-

kutipan data untuk memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Berdasarkan 

hasil penelitian yang dilakukan tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis 

Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai 

sudah dijalankan sesuai prosedur. Hal ini dibuktikan dengan adanya kegiatan proses 

tata kelola dana desa yang melibatkan peran masyarakat untuk dapat berpartisipasi. 

 

Kata Kunci : Tata Kelola, Dana Desa, Perencanaan Partisipatif 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Sejak era reformasi, makna pembangunan nasional berubah dari 

pembangunan daerah menjadi membangun daerah. Dimana istilah ini terkait 

kepada pembangunan yang diangkat kepada bagaimana membangun daerah sesuai 

dengan asas otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan 

kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan 

pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan. 

 Pelaksanaan otonomi daerah yang telah dimulai sejak tahun 2001 

mengandung konsekuensi yang cukup menantang bagi daerah. Di satu sisi, 

kebebasan berkreasi membangun daerah benar-benar terbuka lebar bagi daerah, 

namun demikian disisi lain telah menghadang setumpuk masalah yang harus 

diselesaikan. Masalah yang sangat mendasar adalah perubahan pola pengelolaan 

keuangan daerah dari sentralistik menjadi desentralistik, misalnya sumber dana 

untuk membiayai pembangunan, sumber daya manusia sebagai aparat pelaksana 

seluruh aktivitas pembangunan, dan masih banyak yang lainnya. (Idris, 2014). 

Dalam era otonomi sekarang ini, pembangunan kini telah dimulai dari level 

pemerintahan terendah, yakni desa. Pembangunan desa perlu dijadikan prioritas 

mengingat desa memiliki karakteristik permasalahan yang selalu membelit desa dan 

cenderung telah menjadi stigma bagi desa. Permasalahan desa antara lain: Pertama, 

desa memiliki Anggaran Pendapatan Belanja Desa 
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(APBDes) yang kecil dan sumber pendapatannya sangat tergantung bantuan yang 

sangat kecil pula. Kedua, kesejahteraan masyarakat desa rendah sehingga susah 

bagi desa mempunyai Pendapatan Asli Desa (PADes) yang tinggi. Ketiga, masalah 

itu diikuti oleh rendahnya dana operasional desa untuk menjalankan pelayanan. 

Keempat, tidak kalah penting bahwa banyak program-program pembangunan dan 

pemberdayaan masuk ke desa, tetapi hanya sebagian kecil yang melibatkan 

masyarakat. Kelima, masalah yang selalu membelit desa yakni banyaknya 

masyarakat yang hidup dibawah garis kemiskinan dimana pendapatan masyarakat 

jauh dari kata cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. (Bambang 

Hudayana dalam Jusman 2016). 

Lahirnya Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa yang merupakan 

energi baru dalam tata pemerintahan yang memberikan kewenangan dan 

kepercayaan lebih besar pada pemerintahan desa untuk melaksanakan 

pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, UU Desa sekaligus 

merupakan pengesahan bahwa desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional 

dalam mengatur dan mengurusi kepentingan masyarakat setempat. UU Desa 

membawa misi utama bahwa negara wajib melindungi dan memberdayakan desa 

agar menjadi kuat, maju, mandiri dan demokrasi sehingga dapat menciptakan 

landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan.  

Upaya merealisasikan tujuan pembangunan desa itu, maka berbagai rencana 

dan program-program pembangunan atau pemberdayaan telah dikelola di desa. 

Salah satunya kebijakan melakukan pemberdayaan masyarakat dan Alokasi Dana 

Desa (ADD). Dana desa (DD) merupakan dana yang bersumber dari APBN yang 
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dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk 

mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan 

pelaksanaan pembangunan serta pelayanan masyarakat. Dalam Undang-undang 

No. 6 Tahun 2014 tentang desa pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah 

kabupaten/kota mengalokasikan ADD dan DD dalam APBD kabupaten/kota 

tersebut bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang 

diterima oleh kabupaten/kota untuk desa paling sedikit 10% setelah dikurangi 

belanja pegawai.  

Berdasarkan  ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 

tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan Desa 

sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan 

Kabupaten.  Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud terdiri dari 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun 

dan Rencana Kerja Pemerintah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang 

merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang 

keduanya ditetapkan dengan Peraturan Desa. 

Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah 

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan 

masyarakat. Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, bahwa Desa berwenang 

mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat 

setempat yang diakui dan dibentuk dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada 

di Desa/Kota, maka sebuah Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang 

dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan berdasarkan partisipasi 
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dan transparansi serta demokrasi yang berkembang di Desa yang dituangkan dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) 6 (enam) tahun 

ataupun Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) untuk 1 (satu) tahun.  

RPJM Desa ini merupakan rencana strategis Desa Pantai Cermin Kiri untuk 

mencapai tujuan dan cita-cita Desa. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi 

dokumen perencanaan yang menyesuaikan perencanaan pembangunan di tingkat 

Desa, karena perencanaan pembangunan desa dan perencanaan pembangunan 

daerah merupakan satu kesatuan sistem. Tabel 1.1 adalah data program kegiatan 

pembangunan Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan pantai Cermin, Kabupaten 

Serdang Bedagai.. 

Tabel 1.1 Data Program Kegiatan Pembangunan Desa Pantai Cermin Kiri (Sumber: 

RPJMDes Pantai Cermin Kiri Tahun 2016-2022). 

No Bidang Jenis Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

1 

Penyelenggaraan 

Pemerintahan 

Desa 

Pembayaran 

penghasilan tetap dan 

tunjangan 

√ √ √ √ √ √ 

Kegiatan operasional 

kantor desa 

√ √ √ √ √ √ 

Kegiatan operasional 

kantor BPD 

√ √ √ √ √ √ 
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BPJS Kesehatan dan 

Ketenagakerjaan bagi 

kepala desa dan 

perangkat desa 

√ √ √ √ √ √ 

Penyediaan sarana 

perkantoran  

√ √ √ √ √ √ 

Penyediaan sarana dan 

prasarana publik 

√ √ √ √ √ √ 

Penyelenggaraan 

musyawarah desa  

√ √ √ √ √ √ 

Perencanaan 

pembangunan desa  

√ √ √ √ √ √ 

2 

Pembangunan 

Desa 

Pembangunan 

gedung/penyelenggaraa

n posyandu, dan 

peralatan/mesin untuk 

kesehatan 

√ √ √ √ √ √ 

Peningkatan / 

pengerasan jalan desa 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan/rehabilit

asi/ peningkatan 

prasarana desa 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan sarana 

trantib dan pintu klep 

√ √ √ √ √ √ 
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Fasilitas penerangan 

jalan 

√ √ √ √ √ √ 

Peningkatan sumber air 

bersih 

√ √ √ √ √ √ 

Sistem pembuangan air 

limbah 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan sarana 

dan prasarana 

√ √ √ √ √ √ 

  Program rehab rumah 

tidak layak huni 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan pasar 

desa 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan pagar 

perkuburan dan rumah 

ibadah 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan/rehab 

kantor desa 

√ √ √ √ √ √ 

3 

Pembinaan 

Kemasyarakatan 

Insentif dan konsumsi 

satgas trantib 

masyarakat 

√ √ √ √ √ √ 

Penyelenggaraan 

kebudayaan/ 

keagamaan/ lembaga 

adat dan insentif 

penyelenggaraan 

√ √ √ √ √ √ 
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Dari tabel diatas, dapat dilihat bahwa Pengalokasian ADD diharapkan desa 

akan mampu menyelenggarakan otonominya agar dapat tumbuh dan berkembang 

mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman, 

partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Hal 

tersebut sangat penting guna meningkatkan peran pemerintah desa dalam 

memberikan pelayanan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Dalam 

mewujudkan tujuan program pembangunan dan pemberdayaan pada setiap lembaga 

dibutuhkan suatu pola pengelolaan yang baik yang mana nantinya dapat membuat 

masyarakat lebih sejahtera dengan mendorong serta melibatkan peran masyarakat 

Sarana dan Prasarana 

olah raga 

√ √ √ √ √ √ 

Pembinaan PKK dan 

LKMD 

√ √ √ √ √ √ 

4 

Pemberdayaan 

Masyarakat 

Pelatihan/ bimtek/ studi 

banding 

√ √ √ √ √ √ 

Penyuluhan/pelatihan     √ √ 

Penyertaan modal desa 

untuk BUMDes dan 

BUMDes bersama 

  √ √ √ √ 

5 Bidang tak 

Terduga 

Penanggulangan sarana 

dan prasarana untuk 

korban Bencana Alam  

√ √ √ √ √ √ 
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didalamnya serta dapat dirasakan dan dinikmati manfaatnya oleh masyarakat itu 

sendiri.  

Pantai Cermin Kiri merupakan salah satu desa yang memperoleh Dana Desa 

(DD) di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. Desa ini 

memperoleh DD sejak tahun 2015 dan dananya digunakan untuk berbagai kegiatan 

seperti pembangunan jalan/infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat. Pemberian 

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) sangat membantu masyarakat 

apalagi saat ini kondisi perekonomian masyarakat sedang sulit akibat dampak dari 

Covid-19. Mata pencaharian masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri sebagian besar 

adalah nelayan dan petani untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Desa 

Pantai Cermin Kiri memiliki 5 (Lima) dusun dengan jumlah laki-laki mencapai 

2.148 jiwa sedangkan perempuan 2.160 jiwa dengan keseluruhan penduduk Desa 

Pantai Cermin Kiri mencapai 4.308 jiwa dengan luas wilayah 420 Ha. (Kepala Desa 

Pantai Cermin Kiri : 2021).  

Pembangunan nasional dan daerah merupakan bagian yang tidak dapat 

dipisahkan dari kegiatan pembangunan desa. Desa merupakan basis kekuatan sosial 

ekonomi dan politik yang perlu mendapat perhatian yang serius dari pemerintah. 

Perencanaan pembangunan yang selama ini menjadikan masyarakat sebagai objek 

pembangunan bukan sebagai subjek pembangunan. Menaggapi masalah tersebut, 

strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan yaitu dengan 

melaksanakan pembangunan nasional yang menaruh perhatian besar terhadap 

pembangunan desa. Pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup 

dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. 
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Pembangunan masyarakat pedesaan diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan oleh 

masyarakat dimana mereka mengidentifikasikan kebutuhan dan masalahnya 

bersama. Pembangunan daerah perdesaan diarahkan 1) untuk pembangunan desa 

yang bersangkutan dengan memanfaatkan sumber daya pembangunan yang 

dimiliki (SDA dan SDM), 2) untuk meningkatkan keterkaitan pembangunan antara 

sektor (perdagangan, pertanian dan industri) antar desa, antar perdesaan dan 

perkotaan, dan 3) untuk memperkuat pembangunan nasional secara menyeluruh.  

Pembangunan di desa merupakan model pembangunan partisipatif yaitu 

suatu sistem pengelolaan pembangunan di desa bersama-sama secara musyawarah, 

mufakat dan gotong royong yang merupakan cara hidup masyarakat yang telah 

lama berakar budaya wilayah Indonesia. karakteristik pembangunan partisipatif 

diantaranya direncanakan dengan pemberdayaan dan partisipatif. Pemberdayaan, 

yaitu upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian masyarakat dalam 

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Sedangkan partisipatif, yaitu 

keikutsertaan dan keterlibatan masyarakat secara aktif dalam proses pembangunan. 

Berdasarkan uraian diatas, penulis berkeinginan untuk melakukan 

penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tata Kelola Dana Desa berbasis 

Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang 

Bedagai”. 
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1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, maka yang menjadi 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 

“Bagaimana Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa 

Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai?” 

1.3  Tujuan Penelitian 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Tata Kelola Dana Desa 

Berbasis Perencanaan Partisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang 

Bedagai. 

1.4  Manfaat Penelitian 

Penelitian ini diharapkan bermanfaat baik secara langsung maupun tidak 

langsung bagi pihak-pihak yang berkepentingan, antara lain: 

1. Manfaat Teoritis 

 Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan suatu 

bahan studi perbandingan selanjutnya dan akan menjadi sumbangsih 

pemikiran ilmiah dalam melengkapi kajian-kajian yang mengarah pada 

pengembangan ilmu pengetahuan, khususnnya terkait tata kelola Dana Desa 

(DD). 

2. Manfaat secara praktis 

a. Bagi universitas 

1. Memperoleh umpan balik sebagai hasil pengintegrasian 

mahasiswanya dengan proses pembangunan di tengah-tengah 

masyarakat sehingga kurikulum, materi perkuliahan dan 
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pembangunan ilmu pengetahuan yang diasuh di perguruan tinggi 

dapat lebih disesuaikan dengan tuntutan nyata dari pembangunan. 

2. Meningkatkan, memperluas dan mempercepat kerjasama dengan 

instansi terkait atau departemen lain melalui kerjasama mahasiswa 

yang melaksanakan kegiatan penelitian skripsi. 

b. Bagi Penulis 

Dengan pelaksanaan kegiatan penelitian skripsi ini, penulis dapat 

memperoleh ilmu dan pengetahuan serta dapat mengaplikasikan 

pengetahuan yang didapat selama kuliah, serta dapat membangdingan 

antara teorindengan praktek di lapangan. 

c. Bagi Masyarakat, Mitra dan Pemerintahan Desa 

1. Hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu acuan, 

masukan dan saran dalam proses pengelolaan dana desa yang lebih 

baik lagi. 

2. Memperoleh bantuan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam 

merencanakan dan melaksanakan pembangunan. 

3. Terbentuknya link and match antara dunia pendidikan tinggi dengan 

masyarakat sebagai stakeholder. 

d. Bagi Pihak Lain 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan 

khususnya dalam program kegiatan tata kelola dana desa dengan baik. 

1.5  Sistematika Penulisan 

Adapun yang menjadi sistematika penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 
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BAB I : PENDAHULUAN 

Terdiri dari : Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat 

Penelitian dan Sistematika Penulisan. 

BAB II : URAIAN TEORITIS 

Pada bab ini menjelaskan tentang pengertian Tata Kelola, Pengertian Desa, 

Pengertian Dana Desa, Pengertian Pembangunan, Pengertian Perencanaan, 

Pengertian Partisipasi dan Perencanaan Partisipatif. 

BAB III : METODE PENELITIAN 

Bab ini menjelaskan tentang Jenis Penelitian, Kerangka Konssep, Definisi Konsep, 

Kategorisasi, Informan dan Narasumber, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis 

Data, Waktu dan Lokasi Penelitian. 

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Bab ini menjelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan Yang diperoleh dari 

lapangan sehingga peneliti dapat dengan mudah untuk mencari tahu permasalahan 

yang diiteliti. 

BAB V : PENUTUP 

Pada bab ini menerangkan kesimpulan dan saran. Sedangkan dalam akhir skripsi 

terdiri dari daftar pustaka dan lampiran-lampiran. 
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BAB II 

URAIAN TEORITIS 

2.1 Tata Kelola 

2.1.1    Pengertian Tata Kelola 

 Proses penyelenggaraan pemerintahan desa tidak terlepas dari tata kelola 

baik internal maupun eksternal. Tata kelola desa berkaitan dengan pengelolaan 

yang sudah diatur dalam peraturan yang telah ditetapkan di tingkat desa. Sutoro 

Eko (2018) mengemukakan bahwa, terdapat tiga makna tata kelola internal desa. 

Pertama, ide dalam bentuk gagasan baik, cita-cita atau visi misi penyelenggaraan 

desa. Ini tidak lain adalah demokrasi, kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Desa ada 

memang dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Kedua, aktor dan institusi yang 

membentuk struktur pemerintahan desa. Desa memiliki pemerintah desa yang 

dipimpin oleh Kepala Desa, BPD sebagai representasi rakyat desa yang memainkan 

fungsi check and balances dan pengambilan keputusan, lembaga kemasyarakatan 

desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan pembangunan, 

pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa untuk deliberasi 

dan pengambilan keputusan kolektif. Ketiga, arena dalam bentuk ruang dan 

aktivitas yang dimainkan oleh aktor institusi desa. Perencanaan, penganggaran, 

peraturan, pembangunan dan pelayanan merupakan bentuk-bentuk arena dalam 

penyelenggaraan desa.  

 Kemudian, Zamzani, et.al, (2018) berpendapat bahwa, tata kelola 

merupakan upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai suatu tujuan 

organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi fungsi perencanaan, 
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pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. Dengan demikian, tata kelola memiliki 

tujuan utama yaitu untuk melaksanakan manfaat, mengurangi terjadinya resiko, 

serta mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki.  

 Tata kelola akan terwujud apabila memiliki prinsip yang membangkitkan 

kepercayaan, seperti akuntabilitas, efektif, efisien, berorientasi kekeluargaan, 

partisipasi, penegakan hukum dan transparansi. Dari uraian diatas, dapat 

disimpulkan bahwa tata kelola adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara 

terstruktur dan sistematis dalam menyusun, merencanakan, menganalisis dan 

menetapkan perencanaan agar mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan 

berjalan dengan baik apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, 

meningkatkan inovasi, serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah. 

 Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya organisasi 

yang kondusif, serta menetapkan fungsi-fungsi manajemen dengan baik, dan 

dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga menghasilkan 

mitra kerjasama positif antara pemerintah, swasta, maupun masyarakat selaku 

pengguna layanan. 

2.1.2 Prinsip-Prinsip Tata Kelola 

 Prinsip tata kelola mengacu kepada prinsip good governance yang 

digunakan sebagai tolak ukur kinerja instansi pemerintahan. Menurut Lembaga 

Administrasi Negara (LAN), prinsip-prinsip good governance sebagai berikut: 

1. Partisipasi Masyarakat 

 Semua penduduk memiliki hak dan kewajiban dalam menempatkan 

bagian dalam proses bernegara, baik secara langsung maupun tidak 
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langsung. Partisipasi masyarakat dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 

serta evaluasi. 

2. Penegakan Hukum 

 Tata kelola pemerintahan yang baik dilaksanakan dalam rangka 

mewujudkan kebebasan berpendapat dalam kehidupan berbangsa dan 

bernegara. Sehingga diperlukan penegakan hukum yang adil tanpa 

membedakan siapa yang dilayani. 

3. Transparansi 

 Keterbukaan informasi merupakan salah satu lambang tata kelola 

pemerintahan  yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang 

berkaitan dengan kepentingan umum. 

4. Daya Tanggap 

 Daya tanggap merupakan kemampuan dalam menerima keluhan dari 

para pemangku kepentingan. 

5. Konsensus 

 Dalam menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan dan 

menggunakan sistem musyawarah. 

6. Akuntabilitas  

 Merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan dan hasilnya dapat 

dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki bentuk 

tanggung jawab yang jelas. 

 Dengan demikian, prinsip-prinsip diatas sangat mendukung terlaksananya 

tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola pemerintahanan akan terwujud 
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apabila menerapkan semua prinsip tersebut secara menyeluruh, sehingga kinerja 

pemerintah dapat terlaksana dengan baik, misalnya adanya kegiatan berbentuk 

laporan, partisipasi aktif dari masyarakat, profesional dan transparansi dalam 

bekerja merupakan kunci utama dalam hal pelayanan, sehingga mampu 

memberikan kepuasan pada masyarakat. 

2.2 Pengertian Desa 

 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, mendefinisikan Desa 

adalah adat atau yang disebut dengan nama lain, desa adalah kesatuan masyarakat 

hukum yang mewakili batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan 

mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan 

prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan 

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

2.3 Pengertian Dana Desa 

 Makawimbang (2016) berpendapat bahwa dalam peraturan pemerintah 

tentang perubahan atas peraturan pemerintah Pemerintah No. 43 Tahun 2014 

Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa 

yang dimaksud dengan: 

1. Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan 

belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 
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2. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD adalah dana perimbangan 

yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan belanja daerah 

kabupaten/kota setelah dikurangi alokasi khusus. 

2.3.1 Pengalokasian Dana Desa 

 Berdasarkan PP No. 72 Tahun 2005 Pemerintah daerah Kabupaten/ kota 

sesuai amanat Undang-undang wajib mengalokasikan ADD dalam APBD 

kabupaten/kota setiap tahun anggaran. Alokasi dana desa merupakan bagian dari 

dana perimbangan yang diterima dari pemerintah daerah kabupaten/kota paling 

sedikit 10% setelah dikurangi dana alokasi khusus dibagikan secara proporsional 

ke setiap desa. 

2.4 Pengertian Pembangunan 

 Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat 

sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan yang tanpa 

akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial 

ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju 

atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, 

bukan hanya yang dikonsepkan sebagai usaha pemerintah belaka. 

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti 

dengan perubahan (growth plus change) dalam perubahan struktur ekonomi, dari 

pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun 

reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan seebagai 

suatu usaha yang lebih rasional yang teratur bagi pembangunan masyarakat yang 

belum atau baru berkembang. (Subandi: 2011:9-11). 
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  W.W Rostow (Abdul: 2004:89) berpendapat bahwa, pembangunan 

merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat 

terbelakang ke masyarakat negara yang maju. 

 Selanjutnya Siagian (2012), mengemukakan bahwa pembangunan 

merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu bangsa, negara dan 

pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional melalui pertumbuhan dan 

perubahan secara terencana menuju masyarakat modern. 

 Dari definisi tersebut, terlihat bahwa tidak ada satu negara yang akan 

mencapai tujuan nansionalnya tanpa melakukan berbagai kegiatan pembangunan. 

Juga terlihat bahwa proses pembangunan terus berlanjut karena tingkat 

kemakmuran, keadilan dan kesejahteraan rakyat bersifat relative dan tidak akan 

pernah tercapai secara absolute. Pembangunan dapat diartikan sebagai upaya 

terencana dan terprogram yang dilakukan secara terus menerus oleh suatu negara 

untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. 

2.5 Pengertian Perencanaan 

 Tjokroamidjojo (1995) dalam Ovalhanif (2009) mendefinisikan 

perencanaan suatu cara bagaimana mencapai tujuan sebaik-baiknya (maksimum 

output) dengan sumber-sumber yang ada supaya lebih efisien dan efektif. 

Selanjutnya dikatakan bahwa, perencanaan merupakan penentuan tujuan yang akan 

dicapai atau yang akan dilakukan, bagaimana, bilamana dan oleh siapa. 

 Selanjutnya Terry (1960) dalam Mardikanto (2010), mengemukakan 

perencanaan diartikan sebagai suatu proses pemilihan dan menghubung-hubungkan 

fakta, serta menggunakannya untuk menyusun asumsi-asumsi yang diduga bakal 
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terjadi di masa datang, untuk kemudian merumuskan kegiatan-kegiatan yang 

diusulkan demi tercapainya tujuan-tujuan yang diharapakan. 

 Perencanaan juga diartikan sebagi suatu proses pengambilan keputusan 

yang berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi 

tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang di kehendaki. 

2.6 Pengertian Partisipasi 

 Pengertian secara umum dapat ditangkap dari istilah dari partisipasi adalah 

keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu 

kegiatan. Pengertian seperti itu, nampaknya selaras dengan pengertian yang 

dikemukakan oleh beberapa kamus bahasa sosiologi.  

 Sumaryadi (2010 : 46) mengatakan bahwa, partisipasi berarti peran serta 

seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam 

pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, 

tenaga, waktu, keahlian, modal atau materi, serta ikut memanfaatkan dan 

menikmati hasil-hasil pembangunan. 

2.7 Perencanaan Partisipatif 

 Sumarsono (2010) berpendapat bahwa, Perencanaan partisipatif adalah 

metode perencanaan pembangunan dengan cara melibatkan warga masyarakat yang 

diposisikan sebagai subyek pembangunan. 

 Selanjutnya dalam penjelasan UU. 25 Tahun 2004 tentang sistem 

perencanaan pembangunan nasiomal: “perencanaan partisipatif dilaksanakan 

dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan terhadap pembangunan. 

Pelibatan mereka adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa 



20 
 

 
 

memiliki”. Dalam UU No. 25 Tahun 2004, dijelaskan pula “partisipasi masyarakat” 

adalah keikutsertaan untuk mengakomodasi kepentingan mereka dalam proses 

penyusunan rencana pembangunan. 

2.7.1 Tujuan Perencanaan Partisipatif 

 Tujuannya agar masyarakat diharapkan mampu mengetahui 

permasalahannya sendiri di lingkungannya, menilai potensi SDM dan SDA yang 

tersedia, dan merumuskan solusi yang paling menguntungkan.  

2.7.2 Prinsip-prinsip Perencanaan Partisipatif 

1. Ada identifikasi stakeholders yang relevan untuk dilibatkan dalam proses 

perumusan visi, misi dan agenda SKPD serta dalam proses pengambilan 

keputusan penyusunan renstra SKPD. 

2. Ada kesetaraan antara government dan non government stakeholders dalam 

pengambilan keputusan. 

3. Ada transparansi dan akuntabilitas dalam proses perencanaan. 

4. Ada keterwakilan yang memadai dari seluruh segmen masyarakat. 

5. Ada pelibatan media 

6. Ada konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan penting pengambilan 

keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan 

tujuan, strategi dan kebijakan, dan prioritas program. 

2.7.3 Filosofi Perencanaan Partisipatif 

 Menekankan adanya peran serta aktif dari masyarakat dalam merencanakan 

pembangunan mulai dari pengenalan wilayah, pengidentifikasian masalah, sampai 

penentuan skala prioritas.  
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2.7.4 Manfaat Perencanaan Partisipatif 

1. Sebagai pendorong masyarakat dalam merubah kebutuhan masyarakat dari 

keinginan (felt need) menjadi nyata (real need), sehingga pelaksanaan 

program lebih terfokus pada kebutuhan masyarakat. 

2. Perencanaan dapat menjadi stimulasi terhadapa masyarakat, untuk 

merumuskan dan menyelesaikan masalahnya sendiri.  

3. Program dan pelaksanaannya lebih aplikatif terhadap konteks sosial, 

ekonomi, dan budaya serta kearifan lokal, sehingga memenuhi kebutuhan 

masyarakat. 

4. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab diantara semua pihak 

terkait dalam merencanakan dan melaksanakan program, semoga 

dampaknya dan begitu pula program itu berkesinambungan. 

5. Perlunya membagikan peran bagi semua orang untuk terlibat dalam proses, 

khususnya dalam pengambilan dan pertanggungjawaban keputusan, 

sehingga memberdayakan semua orang yang terlibat. 

6. Kegiatan-kegiatan pelaksanaan menjadi lebih obyektif dan fleksibel 

berdasarkan keadaan setempat. 

7. Memberikan transparansi akibat terbuka lebarnya informasi dan wewenang. 

8. Memberikan kesempatan masyarakat untuk menjadi mitra dalam 

perencanaan. 
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BAB III 

Metode Penelitian 

3.1 Jenis Penelitian 

 Dalam menentukan penelitian, terlebih dahulu diketahui jenis penelitian 

yang digunakan untuk mengetahui gambaran yang jelas di dalam penelitian serta 

memahami makna yang sebenarnya dari jenis penelitian tersebut, sehingga 

memudahkan untuk melakukan langkah-langkah selanjutnya dalam menganalisis 

data. 

 Adapun jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

penelitian kualitatif. David Wiliams dalam Moleong (2013:5) menulis bahwa 

penelitian kualitatif adalah pengumpulan data pada suatu latar alamiah, dengan 

menggunakan metode alamiah dan dilakukan oleh orang atau peneliti yang tertarik 

scara alamiah. Jadi definisi memberi gambaran bahwa penelitian kualitatif 

mengutamakan latar alamiah, metode alamiah, dan dilakukan oleh orang yang 

mempunyai perhatian alamiah. 

 Sedangkan metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode 

kualitatif deskriptif, yakni laporan penelitian akan berisi kutipan-kutipan data untuk 

memberi gambaran penyajian laporan tersebut. Data tersebut bisa berasal dari 

naskah wawancara, lapangan, foto, videotape, dokumen pribadi, catatan atau 

memo, dan dokumen resmi lainnya. Dengan demikian, penelitian ini akan 

memberikan gambaran tentang Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan 

Pertisipatif di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai. 
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3.2 Kerangka Konsep 

 

Gambar 3.1 Kerangka Konsep 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Definisi Konsep 

Definisi konsep adalah suatu abstraksi atau gambaran yang dibangun dari 

sejumlah karakteristik jumlah kejadian, keadaan kelompok atau individu tertentu. 

UU No. 6 Tahun 2014 

Tentang Desa 

Pemerintahan Desa 

Tata Kelola ADD: 

1. Ide 

2. Aktor 

3. Arena  

Perencanaan Partisipatif: 

1. Akuntabilitas 

2. Transparansi 

3. Pelibatan 

4. Kesepakatan  

Masyarakat diharapkan mampu 

mengetahui permasalahannya 

sendiri di lingkungannya, menilai 

potensi SDM dan SDA yang 

tersedia dan merumuskan solusi 

yang paling menguntungkan. 
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Berkaitan dengan hal itu, maka dalam penelitian ini digunakan konsep-konsep 

sebagai berikut: 

1. Tata Kelola adalah upaya sistematis dalam suatu proses untuk mencapai 

suatu tujuan organisasi, melalui prinsip-prinsip manajemen, yang meliputi 

fungsi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, dan evaluasi. 

2. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang mewakili batas wilayah yang 

berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 

kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak 

asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem 

pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. 

3. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 

anggaran pendapatan dan belanja kabupaten/kota dan digunakan untuk 

membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 

pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. 

4. Pembangunan merupakan upaya yang secara sadar dilaksanakan oleh suatu 

bangsa, negara dan pemerintah dalam rangka pencapaian tujuan nasional 

melalui pertumbuhan dan perubahan secara terencana menuju masyarakat 

modern. 

5. Perencanaan merupakan suatu proses pengambilan keputusan yang 

berdasarkan fakta, mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan 

demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang di kehendaki. 
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6. Partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau sekelompok anggota 

masyarakat dalam suatu kegiatan. 

7. Perencanan Partisipatif adalah metode perencanaan pembangunan dengan 

cara melibatkan warga masyarakat yang diposisikan sebagai subyek 

pembangunan. 

3.4 Kategorisasi Penelitian 

 Kategorisasi adalah penyusunan kategori, dengan kata lain kategorisasi 

merupakan salah satu tumpukan dari seperangkat tumpukan dan bagian pengalaman 

yang disusun berdasarkan pikiran, intuisi, pendapat, kriteria tertentu. 

Adapaun kategorisasi pada penelitian ini dapat digambarkan dalam tabel sebagai 

berikut: 

 

Tabel 3.1 Kategorisasi Penelitian 

No                                         Kategorisasi                                         Indikator 

1.                 Tata Kelola Anggaran Dana Desa                  -  Ide 

- Aktor 

- Arena 

 

2.      Perencanaan Partisipatif                                  - Akuntabilitas 

- Transparansi  

- Pelibatan 

- Kesepakatan  

Sumber Hasil  Olahan, 2021 
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3.5.  Informan atau Narasumber 

Informan atau Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi 

yang dibutuhkan dan bermanfaat oleh pewawancara dengan memiliki keinginan 

untuk menjalin kerjasama dengan peneliti. Adapun informan atau narasumber pada 

penelitian ini, yaitu: 

a. Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai 

Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

b. Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai 

Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

c. Bapak Syaiful Alamsyah, selaku Kaur Keuangan Desa Pantai Cermin Kiri, 

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

d. Bapak Muspan, selaku ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai 

Cermin Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

e. Bapak Chairuddin Syam S.pd, selaku Tokoh Masyarakat Desa Pantai Cermin 

Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

f. Ibu Hadiah, Selaku Masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri, Kecamatan Pantai 

Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai. 

3.6 Teknik Pengumpulan Data 

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai 

berikut: 

1. Teknik Pengumpulan Data Primer 

a. Metode Wawancara (Interview), yaitu proses tanya jawab dalam 

penelitian yang berlangsung secara lisan terhadap dua orang atau lebih 
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dengan bertatap muka dan mendengarkan secara langsung informasi-

informasi atau keterangan yang disampaikan informan. 

b. Metode Observasi, yaitu alat pengumpulan data yang dilakukan dengan 

cara mengamati dan mencatat secara sistematik gejala-gejala yang 

diselidiki dilapangan. 

2. Teknik Pengumpulan Data Sekunder 

Teknik pengumpulan data sekunder merupakan pengumpulan data yang 

dilakukan melalui studi bahan-bahan kepustakaan yang diperlukan untuk 

mendukung data-data primer, yang dilakukan dengan instrument studi 

kepustakaan. 

3.7  Teknik Analisis Data 

 Analisis data sebagai proses yang merinci usaha secara formal untuk 

menemukan tema dan merumuskan seperti yang disarankan dan sebagai usaha 

memberikan bantuan dan tema. Dengan demikian, analisis data adalah proses 

mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola kategorisasi dan satu 

uraian dasar. 

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2012:246) aktivitas dalam 

analisis data yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. 

a. Reduksi Data 

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, 

memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. 

b. Penyajian Data 
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Setelah direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. 

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk 

uraian singkat. Bukan hubungan antar kategori dan sejenisnya. 

c. Penarikan Kesimpulan 

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru 

yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau 

gambaran suatu objek yang sebelumnya kurang jelas sehingga setelah 

diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, 

hipotesis atau teori. 

3.8  Waktu dan Lokasi Penelitian 

Waktu Penelitian ini dilakukan mulai bulan Maret sampai dengan Juni 2021. 

Penelitian ini akan dilakukan di Kantor Kepala Desa Pantai Cermin Kiri Kecamatan 

Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai. 

3.9 Ringkas Objek Penelitian 

3.9.1 Sejarah Singkat Desa Pantai Cermin Kiri 

 Desa Pantai Cermin Kiri adalah nama salah satu Desa yang ada di 

Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai yang sebelumnya adalah 

Kampung Pantai Cermin Kiri. Dahulu dizaman kesultanan serdang pada masa itu 

Sultan Serdang selalu berkunjung ke Pantai Cermin beliau selalu melaut dan 

memancing ikan sewaktu mau mendarat dilihatnya lah dari kejauhan bahwa 

pemukiman penduduk sudah banyak berkembang, sehingga sultan mulai 

membentuk wilayah-wilayah Pantai Cermin,wilayah-wilayah Pantai Cermin yang 

di bentuk oleh sultan di lihat dari posisi arah pinggir pantai laut sebelah kir imenuju 
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Perbaungan yang di pisah oleh alam yaitu sungai baungan di beri nama kampung 

Pantai Cermin Kiri. Pada tahun 1978 kampung berubah menjadi Desa dan sampai 

saat sekarang ini nama Desa Pantai Cermin Kiri utuh dan permanen di gunakan oleh 

pemerintahan. 

3.9.2 Visi Misi Desa Pantai Cermin Kiri 

a. Visi  

Terwujudnya kesejahteraan masyarakat desa yang didukung pelayanan 

pemerintahan yang baik serta pengembangan kualitas SDM dan SDA secara 

berkelanjutan. 

b. Misi 

1. Meningkatkan kualitas hidup menuju kesejahteraan masyarakat desa secara 

berkelanjutan dan berkeadilan. 

2. Mengembangkan dan memanfaatkan SDA yang berwawasan lingkungan, 

terutama di sektor pariwisata, perdagangan dan pertanian. 

3. Memberdayakan potensi SDM dan SDA secara optimal dan berkelanjutan. 

4. Mendorong tegaknya supermasi hukum guna terciptanya iklim yang 

kondusif bagi pemerintahan yang bersih dan berwibawa, kegairahan 

perekonomian dan berkembangnya kehidupan sosial masyarakat. 

5. Memanfaatkan dinamika kemajemukan masyarakat desa sebagai faktor 

pendukung terbinanya masyarakat yang operatif dan kompetitif. 

3.9.3 Letak dan Luas Desa Pantai Cermin Kiri 

 Desa Pantai Cermin Kiri terbentuk atas 5 (Lima ) Dusun, memiliki luas 

wilayah 420 Ha atau 42,00 Km2, dengan perincian sebagai berikut : 
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1. Dusun I : 67Ha 

2. Dusun II : 41Ha 

3. Dusun III : 122Ha 

4. Dusun IV : 136 Ha  

5. Dusun V : 54Ha 

 Desa Pantai Cermin Kiri masuk dalam wilayah Kecamatan Pantai Cermin 

Kabupaten Serdang Bedagai. Jarak tempuh ke Kecamatan Pantai Cermin + 3,5 Km 

Kabupaten Serdang Bedagai sepanjang + 27 Km dan ke Provinsi Sumatera Utara 

sepanjang + 45 Km serta ketinggian letak tanah dari permukaan laut + 1,5 m, yang 

batas-batas sebagai berikut : 

Sebelah Utara dengan selat malaka, sebelah Selatan berbatas dengan Desa 

Sementara dan Desa Besar II Terjun , sebelah Timur berbatas dengan Sei Rencah / 

Desa Kuala Lama, sebelah Barat berbatas dengan Sei baungan / Desa Pantai Cermin 

Kanan. 

3.9.4 Peruntukan dan Manfaat Lahan 

Sebagian besar lahan yang ada di Desa Pantai Cermin Kiri dimanfaatkan 

oleh penduduk untuk kegiatan Perkebunan dan pemukiman. Secara rinci 

pemanfaatan lahan di Desa Pantai Cermin Kiri dapat terlihat pada tabel berikut : 

Tabel 3.2 

Luas Lahan di Desa Pantai Cermin Kiri  

 

No Peruntukan Lahan Luas  (Ha) Presentase (%) 

1 Sawah Pertanian 175 41,67% 

2 Sawah Tadah Hujan 5   1,19% 

3 Perkebunan 14  3,33% 

4 Tambak 50 11,90% 
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3.9.5 Status Kepemilikan Lahan 

Status kepemilikan lahan di Desa Pantai Cermin Kiri seluas 420 Ha terbagi 

dalam tiga bagian yaitu : 

1. Milik Rakyat = 411Ha. 

2. MilikDesa = 2,5Ha. 

3. MilikPemerintah = 6,5Ha. 

3.9.6 Keadaan Tanah 

Tanah di Desa Pantai Cermin Kiri merupakan tanah yang berada di Dusun I 

s/d V Dengan demikian sebagian besar lahan di Desa Pantai Cermin Kiri cocok 

untuk lahan Pertanian seperti :Persawahan, Pertanian dan Perkebunan. 

5 Pemukiman 162,5 38,70% 

6 Perkantoran/ SaranaSosial 

a. Kantor/ BalaiDesa 

b. 1 Unit Puskedes 

c. 1 Unit Posyandu 

d. 2 Unit Gereja 

e. 5 Unit Mesjid /2 Mushola 

f. 2 Unit SDN/ 2 MIN 

g. 2 Unit SMP N/1 SMP Swasta/ 

1 MTS 

h. 1 Unit SMK N  

i. 1 Unit LapanganOlahraga 

(Lapangan Bola) 

j. Jalan Umum/ Jalan Dusun 

k. SaluranIrigasiTersier 

l. SaluranIrigasiPembuangan 

m. 4 Unit Tempat Pekuburan 

Umum (TPU) 

n. Dll 

13,5 3,21% 

 

 

TOTAL 420 100% 
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3.9.7 Keadaan Sosial Desa 

Penduduk Desa Pantai Cermin Kiri berasal dari berbagai suku yang 

berbeda-beda, dimana mayoritas punduduk yang paling dominan berasal dari suku 

Melayu sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat, gotong royong dan 

kearifan lokal yang lain sudahdilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Pantai 

Cermin Kiri  Dan hal tersebut secara efektif dapat menghindari adanya benturan-

benturan antar kelompok masyarakat. 

Desa Pantai Cermin Kiri mempunyai jumlah penduduk 4308 Jiwa, yang 

terdiri dari laki-laki 2148 Jiwa, perempuan 2160 Jiwa dan 1109 KK yang terdiri 

dalam 5 ( Lima ) dusun, dengan rincian sebagai berikut : 

Jumlah Penduduk : 

Dusun I   :   836 org 

Dusun II   :   754 org 

Dusun III   : 1175 org 

Dusun IV  :   941 org 

Dusun V  :   602 org 

Jumlah Kepala Keluarga :  

Dusun I   : 206 KK 

Dusun II   : 196 KK 

Dusun III   : 235 KK 

Dusun IV  : 256 KK 

Dusun V  : 216 KK 
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Tingkat Pendidikan : 

TK/PAUD  :   264 org 

SD/Sederajat  :   842 org 

SLTP/Sederajat : 1180 org 

SLTA/Sederajat : 1389 org 

Sarjana  :   231 org 

TidakBersekolah :   402 org 

Karena Desa Pantai Cermin Kiri merupakan Desa pertanian maka sebagian 

besar penduduknya bermata pencaharian selengkapnya sebagai berikut :  

Pekerjaan : 

Petani   :   313 org 

Pedagang/Jasa  :     95 org 

PNS   :     60 org 

Buruh   :   255 org 

Karyawan  :   164 org 

Nelayan  :   300 org 

TNI/POLRI  :       4 org 

Wiraswasta  :   598 org 

lainnya   : 2519 org 

 

Adapun jumlah kepala rumah tangga Desa Pantai Cermin Kiri Menurut 

Etnis/Suku sebagai berikut: 
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  Tabel 3.3  

Jumlah Kepala Rumah Tangga Menurut Etnis/Suku 

 

No. Etnis/suku Jiwa 

1 Melayu 2964 

2 Jawa   511 

3 Batak Toba 170 

4 Karo 78 

5 Mandailing     92 

6 Simalungun 109 

7 Tiong Hoa 105 

8 Banjar   126 

9 Minang   108 

10 Nias      7 

11 Aceh     38 

JUMLAH 4308 

 

3.9.8 Kondisi Ekonomi 

Pada umumnya pendidikan yang di tamatkan oleh sebgian besar desa ini 

adalah SLTP dan SLTA/Sederajat namun demikian sejak tahun 2000 mulai banyak 

penduduk desa ini yang menamatkan pendidikannya sampai keperguruan tinggi di 

karenakan adanya peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk 

menyekolahkan anaknya. 

Sebagian besar penduduk Desa Pantai Cermin Kiri bermata pencarian 

sebagai petani dan nelayan, sebagian lainya bekerja sebagai buruh bangunan, 

wiraswasta, pedagang dan sebagai Pegawai Negeri Sipil. 

3.9.9 Kondisi Sosial Budaya 

Kehidupan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri sangat kental dengan 

tradisi adat dan budaya setempat seperti upacara perkawinan, kelahiran, kematian 

(berta’jiah/tahlilan) perwiritan, pengajian. Selain itu masih ada tradisi seperti jamu 

laut, jamu sawah, tepung tawar kampung (Tolakbala),  kegiatan kebersamaan 
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masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri seperti kebiasaan melihat orang sakit, 

bergotong royong masih sering di lakukan. Kesenian yang paling disukai warga 

Desa Pantai Cermin Kiri terutama kaum muda-mudia dalah Organ tunggal seperti 

Keyboard, sementara kaum tua lebih menyukai Kasidah Modern. Kondisi 

kesehatan balita masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri tergolong cukup baik 

terutama telah adanya kegiatan posyandu yang dilakukan setiap sebulan sekali dan 

pengetahuan-pengetahuan orang tua tentang kesehatan. Sementara kegiatan 

pengamanan siskamling desa tergolong tampak mulai mengendur. 

3.9.10 Sarana Prasarana 

Di Desa Pantai Cermin kiri telah terhubung dengan jalan lain melalui jalan 

desa, keadaan jalan desa secara umum cukup baik karna telah beraspal sebagian 

+500 m antara dusun III dengan dusun V belum beraspal, apabila musim hujan tiba 

jalan tersebut mengalami kerusakan, Sarana transportasi yang paling banyak di 

gunakan masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri adalah sepeda motor dan becak. 

Jaringan listrik dan PLN sudah tersedia di Desa Pantai Cermin Kiri sehingga hampir 

semua rumah tangga menggunakan tenaga listrik untuk memenuhi kebutuhan 

rumah tangga lainnya, namun beberapa rumah tangga miskin belum menggunakan 

jaringan listrik PLN.  

Di Desa Pantai Cermin Kiri terdapat 2 (dua) sumur bor Artesis berada di 

Dusun II dan Dusun IV yang mana air tesebut dapat memenuhi kebutuhan 

masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri yang air nya tersebut layak di konsumsi dan 

mudah untuk di dapatkan walaupun di musim kemarau. Di Desa Pantai Cermin Kiri 
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memiliki 1 unit Pos Yandu (Pos PelayananTerpadu) MELATI berada di Dusun IV 

dan 1 unit Puskesdes (Pusat Kesehatan Desa) berada di Dusun II. 

3.9.11 Struktur Organisasi Pemerintahan Desa 

Adapun struktur organisasi pemerintahan Desa Pantai Cermin Kiri, 

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai adalah sebagai berikut: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Gambar 3.2 Struktur Organisasi 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Hasil Penelitian 

  Dalam bab ini, penulis membahas serta menyajikan deskripsi data yang 

telah diperoleh dari hasil penelitian di lapangan melalui metode-metode 

pengumpulan data dan dengan cara pendekatan kualitatif, yaitu penulis datang 

langsung ke lokasi penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber 

terkait yang akan menjawab pertanyaan sesuai dengan permasalahan penelitian dan 

kemudian ditarik suatu kesimpulan. Penelitian ini terfokus pada pemerintahan desa 

dalam kegiatan tata kelola dana desa berbasis perencanaan partisipatif.  

 Wawancara dilaksanakan pada tanggal 07 April 2021 sampai 13 April 2021 

di Desa Pantai Cermin Kiri. Wawancara dilakukan untuk memperoleh jawaban dari 

rumusan masalah penelitian serta data-data yang dapat mendukung dalam 

penelitian ini. Data-data tersebut berupa jawaban dan pernyataan dari para 

narasumber yang nantinya akan dipergunakan dalam analisis penelitian pada bab 

ini. Wawancara merupakan proses tanya jawab yang dilakukan secara lisan oleh 

seseorang kepada informan untuk memperoleh suatu informasi yang sesuai dengan 

kebutuhan dan tujuan penelitian. Wawancara ini dilakukan secara terpimpin yaitu 

pewawancara sebelumnya sudah mempersiapkan draft pertanyaan-pertanyaan 

secara jelas dan lengkap yang akan ditanyakan kepada informan. Adapun hasil 

penelitian yang diperoleh sebagai berikut:
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4.1.1 Tata Kelola Anggaran Dana Desa 

4.1.1.1 Ide 

  Ide atau gagasan dalam kegiatan tata kelola dana desa merupakan suatu 

bentuk yang harus dilakukan. Baik berupa cita-cita ataupun visi misi yang tertera 

di dalam desa. Tujuan dibuatnya ide atau sebuah gagasan tersebut agar sistem 

penyelenggaraan kegiatan tata kelola dana desa yang akan dijalankan dapat berjalan 

dengan baik. Ide yang dibuat  dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai cermin 

kiri meliputi visi misi desa serta akan dilibatkan juga peran masyarakat didalamnya. 

Hal tersebut dilakukan agar seluruh elemen masyarakat desa dapat ikut serta dalam 

kegiatan tata kelola dana desa dan dapat menyuarakan ide dan gagasan mereka 

ketika berada didalam forum musyawarah. 

  Sebagaimana hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu tanggal 07 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepala Desa Pantai 

Cermin kiri, beliau mengatakan bahwa: 

”Pada prinsipnya, Desa pantai Cermin Kiri dalam Kegiatan Tata Kelola 

Dana Desa pasti telah membuat suatu ide atau gagasan. Hal yang utama 

yaitu dengan memperhatikannya visi misi desa serta melibatkan 

masyarakat. Contoh dalam melibatkan masyarakat seperti hal 

pembangunan yang diawali dari musyawarah dusun dimana tiap-tiap 

dusun nantinya akan menyampaikan gagasannya ketika di forum 

musyawarah desa. Selain itu, dalam hal pembangunan  tidak terlepas dari 

RPJM Desa dan itulah yang merupakan prioritas utama yang dilakukan 

dalam penggunaan dana desa tersebut. Salah satu contoh di bidang 

pembangunan seperti irigasi, jalan dan lain sebagainya”. 

 

  Hal senada juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris Desa 

pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan bahwa: 

“Ide atau bentuk gagasan yang dibuat dalam kegiatan tata kelola dana desa 

yakni, tak terlepas dari gagasan mengenai visi misi desa dan peran 

masyarakat yang dilibatkan. Artinya dalam proses kegiatan tata kelola 
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dana desa ini, tidak hanya perangkat desa saja yang mengetahui. Seluruh 

masyarakat juga ikut kita libatkan didalamnya. Pertama-tama dengan 

tahap musyawarah dusun (musdus) dahulu, dimana tiap-tiap dusun 

bermusyawarah program kegiatan apa yang akan di lakukan. Setelah itu 

dilakukanlah musyawarah desa dimana nantinya hasil yang menjadi skala 

prioritas itulah yang dilakukan. Begitula ide atau gagasan yang dilakukan 

pemerintah desa dalam hal tata kelola dana desa ini agar semua elemen 

desa dapat dilibatkan seluruhnya”. 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah Selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk ide atau gagasan dalam mengelola dana desa tentu saja perlu 

menjadi bahan perhatian, mengingat desa pantai cermin kiri ini juga 

memiliki banyak masyarakatnya yang perlu dilibatkan. Tak hanya peran 

pemangku kepentingan atau aparat desa saja yang mengeluarkan ide atau 

gagasan namun ketika berada di forum musyawarah peran masyarakat 

juga ada didalamnya. Jadi, untuk pengelolaan dana desa ini, ide atau 

gagasan yang diambil tidak hanya dari perangkat desa saja. Tetapi peran 

masyarakat juga harus dilibatkan didalamnya.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan Selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk gagasan soal tata kelola dana di desa pantai cermin kiri ini, bapak 

rasa terdapat nilai plus nya dibanding dengan desa-desa lain walaupun 

bukan sebenarnya kita membandingkan dengan desa yang lainnya. Salah 

satu contohnya ditandai dengan suatu keberhasilan yang menjadi 

keserasian antara dua pihak. Antar pemerintah desa dengan 

masyarakatnya dalam membuat suatu ide atau gagasan. Karena walaupun 

baik dari skala pemerintah jika dari masyarakatnya tidak tentu saja dalam 

kegiatan tata kelola dana desa ini tidak berjalan dengan baik.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 
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“Kalau soal ide atau gagasan yang dibuat di Desa Pantai Cermin Kiri ini, 

menurut bapak Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri memang benar-benar 

mau membangun desa dan dana desa ini memang benar-benar 

dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat sehingga masyarakat tersebut 

dapat merasakan manfaatnya. Contohnya dapat dilihat bangunannya nyata 

dan pemerintah desa juga selalu memberitahukan kepada masyarakatnya 

mengenai rencana pembangunan atau hal lain yang akan dibahas soal 

pengunaan  dana desa tersebut.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Pemerintah desa pantai cermin kiri cukup tau apa yang harus dilakukan 

dalam penggunaan dana desa ini. Tak hanya bertindak sendiri, beliau juga 

selalu melibatkan masyarakatnya untuk menyampaikan semua gagasan 

atau aspirasi ketika akan membahas tentang penggunaan dana desa.” 

 

  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi ide dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri sudah cukup baik dalam 

membuat suatu ide atau gagasan mengenai kegiatan tata kelola dana desa. Hal ini 

dibuktikan dengan adanya ide-ide program kegiatan pembangunan desa serta 

dilibatkan atau diikut sertakannya masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri dalam 

kegiatan yang melibatkan penggunaan dana desa. 

4.1.1.2 Aktor  

  Aktor merupakan suatau yang membentuk struktur pemerintahan desa. 

Dimana peran aktor tersebut berfungsi sebagai dalam pengambilan keputusan, 

sebagai mitra pemerintahan desa untuk pelaksanaan pembangunan serta 

musyawarah desa yang akan menjalankan tupoksi yang ada dalam kegiatan tata 

kelola dana desa. Di desa pantai cermin kiri, aktor yang terlibat didalam kegiatan 
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tata keloala dana desa meliputi kepala desa sebagai penaggung jawab, perangkat 

desa, tokoh masyarakat, BPD dan masyarakat yang juga ikut dilibatkan. 

  Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 

Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepada Desa Pantai Cermin kiri, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk aktor atau orang-orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan 

tata kelola dana desa ini tentu meliputi tim pelaksana tidak terlepas dari 

kepala desa sebagai penanggung jawab sera terlibatlah semua unsur-unsur 

perangkat desa yang ada di desa pantai cermin kiri dalam perencanaan 

dana desa tersebut dan diawasi oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) 

Desa Pantai Cermin Kiri. Untuk tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor 

pemangku kepentingan, berharap agar dilakukan dengan transparan dalam 

pengelolaan dana desa ini dan berharap masyarakat puas walaupun tidak 

semua masyarakat akan merasa puas namun Pemerintah Desa Pantai 

Cermin Kiri tetap berharap masyarakat akan merasa puas dengan apa yang 

telah dilakukan. Upaya pemerintah desa untuk melibatkan masyarakat, itu 

sudah cukup pasti dan yang jelas masyarakat ketika sedang musyawarah 

dapat dilihat luar biasa kehadirannya di tengah-tengah memutuskan dalam 

mengambil keputusan tentang penggunaan dana desa tersebut.” 

 

  Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris 

Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini tentu saja 

melibatkan banyak orang. Tidak hanya pemerintah desa serta perangkat 

desa saja. Tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh agama dan perwakilan 

masing-masing dusun pastinya juga akan diikut sertakan dalam 

pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa ini. Untuk peran pemangku 

kepentingan dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa ini juga 

dibilang cukup baik, didukung dengan masyarakat yang aktif ketika dalam 

mengadakan rapat musyawarah. Tujuan yang ingin dicapai oleh para aktor 

tentu kita berharap segala sesuatu yang dilaksanakan dapat berjalan 

dengan baik, selalu terjadi keselarasan antara pemerintah desa dengan 

masyarakatnya. Dan untuk tingkat partisipasi masyarakat juga dibilang 

cukup baik, dilihat dari segi keaktifan masyarakat ketika berada di forum 

musyawarah mengenai pelaksanaan kegiatan perencanaan dana desa ini.” 
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  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk aktor atau orang-orang yang terlibat dalam kegiatan tata kelola 

dana desa ini adalah pemerintah desa dan masyarakat desa pantai cermin 

kiri. Dimana dalam pelaksanannya perangkat desa juga cukup baik dan 

berjalan dengan lancar dalam menjalankan kegiatan tata kelola dana desa 

ini. Untuk tujuan yang ingin dicapai, tentu saja suatu keberhasilan dan 

kesuksesan itu tercapai. Upaya meningkatkan partisipasi masyarakat juga 

tentu saja ada dan alhamdulillah masyarakat Desa Pantai Cermin Kiri 

cukup tanggap dan selalu berperan aktif dalam kegiatan tata kelola dana 

desa walaupun tidak secara keseluruhannya.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini meliputi 

kepala desa, seluruh perangkat desa, masyarakat dan juga di hadiri oleh 

Badan permusyawaratan desa (BPD). Peran pemerintah desa dalam 

kegiatan tata kelola ini dapat dilihat dari cara mengikut sertakan 

masyarakatnya dalam kegiatan tata kelola dana desa ini. Tujuan yang ingin 

dicapai tentu saja semua dapat berjalan dengan baik dan diharapkan peran 

pemerintah desa lebih mampu memberdayakan masyarakatnya yang belum 

paham tentang penggunaan dana desa ini. Untuk meningkatkan partisipasi 

masyarakat, peran pemerintah desa juga sudah cukup baik dalam 

melibatkan masyarakat desa pantai cermin kiri.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 

“Orang yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini selain terdiri 

dari pemerintah desa, juga dilibatkan  tokoh masyarakat, tokoh agama, 

tokoh pemuda dan semuanya lah agar terbuka sifatnya. Peran pemangku 

kepentingan bisa dibilang baik dalam pelaksanaan tata kelola dana desa 

ini. Untuk tujuan yang akan dicapai dalam penggunaan dana desa ini, kita 

berharap agar tetap dapat berjalan dengan baik tanpa adanya suatu 
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hambatan. Untuk tingkat partisipasi masyarakat juga sangat luar biasa 

karena Masyarakat sangat kritis dan selalu mau tau.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:  

“Aktor yang terlibat dalam kegiatan tata kelola dana desa ini adalah 

seluruh perangkat desa dan masyarakat desa pantai cermin kiri. Perangkat 

desa dalam menjalankan kegiatan tata kelola dana desa juga baik karena 

mereka selalu melibatkan masyarakat agar kami juga semua tahu. Hal ini 

dilakukan bertujuan agar semua yang rencanakan dapat berjalan dengan 

baik. Masyarakat juga selalu berpartisipasi dalam ketgiatan tata kelola 

dana desa ini dilihat dari selalu hadir dalam rapat pembahasasn mengenai 

rencana penggunaan dana desa.” 

 

  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat 

disimpulkan bahwa akor atau tim pelaksana dalam kegiatan tata kelola dana desa 

ini meliputi Perangkat Desa Pantai Cermin Kiri dan seluruh masyarakat Desa Pantai 

Cermin Kiri. Dimana pada kegiatan tata keloala dana desa ini seluruh aktor akan di 

kumpulkan dengan tujuan agar semua dapat mengetahui dan memahami apa saja 

hal yang akan dilakukan dalam kegiatan yang melibatkan penggunaan dana desa. 

4.1.1.3 Arena  

  Arena merupakan ruang atau wadah yang yang dimainkan oleh aktor 

institusi desa. dimana Arena ini merupakan bentuk tempat yang dilalukan pada saat 

musyawarah dalam proses kegiatan tata kelola dana desa. Seperti pada proses 

perencanaan, pengenggaran, peraturan, pembangunan dan pelayanan yang 

merupakan bentuk-bentuk arena dalam penyelenggaraan desa. Arena yang terdapat 
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di desa pantai cermin kiri salah satunya adalah bentuk musyawarah yang dilakukan 

dalam pelaksanaan program kegiatan desa. 

  Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 

Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepada Desa Pantai Cermin kiri, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Arena atau ruang untuk melakukan kegiatan tata kelola dana desa ini 

adalah dilakukan dalam bentuk musyawarah yang diawali dengan 

musyawarah dusun (musdus) terlibih dahulu lalu masuk ke musyawarah 

desa yang dilakukan saat musrenbang. Dimana pada kegiatan ini 

diharapkan seluruh masyarakat dapat mengeluarkan pendapatnya 

mengenai program apa saja yang akan dilakukan dalam penggunaan dana 

desa ini.”  

 

  Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris 

Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Untuk arena, ruang ataupun wadah yang kita lakukan dalam diskusi 

ataupun musyawarah dalam hal penggunaan dana desa ini adalah yang 

pertama diberi dahulu wadah bagi masyarakat untuk bermusyawarah 

dalam hal program yang akan dilaksanakan lalu setelah itu masuk ke 

musyawarah desa yang nantinya akan di sampaikan saat musrenbang. Cara 

seperti ini sangat-sangat memberi wadah tak hanya bagi peran pemangku 

kepentingan atau perangkat desa  saja, namun masyarakat juga kita beri 

kesempatan untuk bermusyawarah terlebih dahulu.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Arena atau ruang yang difasilitasi saya kira sudah cukup baik dan sangat 

membuat seluruh warga desa pantai cermin kiri dapat nimbrung dan 

mengetahui hal-hal yang yang direncanakan khususnya dalam rangka 

kegiatan tata kelola dana desa tersebut. Seperti tahap awal masyarakat 

diberi kesempatan melakukan musyawarah dusun (musdus) terlebih dahulu, 

selanjutnya akan dilakukan musyawarah desa dimana pada musyawarah 
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desa ini akan disampaikan beberapa hasil dari musyawarah dusun mereka 

dan yang menjadi skala prioritasla yang akan dilakukan secara terdahulu.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Fasilitas ruang atau tempat memang sampai ke tengah-tengah masyarakat 

dengan dilakukan tahap awal yang disebut dengan musdus atau 

musyawarah desa. Artinya adanya penggalian gagasan dusun-dusun 

hingga timbul aspirasi masyarakat yang ditampung untuk disampaikan 

pada saat musyawarah desa.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk ruang atau wadah dalam kegiatan tata kelola dana desa ini tentu 

saja ada dan juga memang benar-benar baik untuk dilakukan. Dimana 

terdapat musyawarah dusun, musyawarah desa lalu lanjut musrenbang 

yang akan disampaikan apa kira-kira rencana pembangunan yang akan 

dilakukan dengan melihat skala prioritas.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk ruang atau tempat yang disediakan diawali dengan musyawarah 

dusun (musdus) terlebih dahulu lalu selanjutnya hasil musdus ini dibawa ke 

musyawarah desa yang selanjutnya hasil dari berbagai musyawarah tadi 

dibawa ke musrenbang desa untuk disampaikan hasil mana atau kegiatan 

apa yang akan dilakukan nantinya.” 

 

  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi arena dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat 

disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri cukup memfasilitasi dan 

menyediakan wadah untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi atau pendapat 
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masyarakat yang akan turut terlibat dalam kegiatan penggunaan dana desa. arena 

tersebut merupakan bentuk musyawarah-musyawarah yang akan dilakukan. 

4.2 Perencanaan Partisipatif 

4.2.1 Akuntabilitas 

  Akuntabilitas merupakan suatu bentuk pekerjaan yang telah dilakukan dan 

hasilnya dapat dipertanggung jawabkan dihadapan masyarakat dan memiliki 

tanggung jawab yang jelas. Bentuk akuntabilitas di desa pantai cermin kiri 

dilakukan dengan cara jelas dengan melampirkan dokumen hasil dan di 

informasikan di papan pengumuman. Hal ini dilakukan dengan tujuan agar seluruh 

masyarakat dapat mengetahuinya. 

  Berdasarkan hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 

Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepada Desa Pantai Cermin kiri, 

beliau mengatakan bahwa: 

“Setiap uang yang kita keluarkan, itu wajib kita pertanggungjawabkan 

apapun bentuknya. Contoh, begitu kita beli suatu bahan, itu wajib kita 

buktikan dengan foto dokumentasi karena nanti ketika ada suatu 

pemeriksaan, kita dapat mempertanggungjawabkan dengan bukti-bukti 

yang ada. Sebab semuanya perlu pertanggungjawaban, perlu bukti dan itu 

nanti menjadi suatu pegangan kita apabila ada suatu pertanyaan kita dapat 

menjawab semua pertanyaan tentang pengeluaran dana tersebut. Untuk 

masyarakat juga dapat mengakses laporan pertanggungjawaban tersebut. 

Namun ada satu prinsip tidak semua laporan itu dapat diakses namun 

hanya garis-garis besarnya saja dan itu pasti kita beritahukan melalui 

papan informasi yang dapat di akses oleh masyarakat.” 

 

  Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris 

Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Pemerintah desa pantai cermin kiri dalam hal pertanggungjawaban 

sangat memegang prinsip itu. Karena segala bentuk-bentuk laporan selalu 
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ada disertai dengan bukti-bukti yang dibuat. Selain itu, wadah untuk 

menyampaikan informasi mengenai laporan pertanggungjawaban juga 

disediakan yang disebut dengan papan informasi atau papan pengumuman 

yang bertujuan dibuat agar masyarakat dapat melihat atau mengakses 

laporan pertanggungjawaban yang sediakan dipapan informasi tersebut.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Pada dasarnya, prinsip akuntabilitas ini memang wajib dan harus benar-

benar dilakukan. Karena bentuk laporan pertanggungjawaban ini 

merupakan suatu hal yang bersifat penting. Dan untuk bentuk laporan 

pertanggungjawaban yang terdapat di desa pantai cermin ini tentu saja ada 

dan wajib dilakukan yang hasil laporannya akan ditempelkan di papan 

informasi yang nantinya dapat dilihat oleh masyarakat desa pantai cermin 

kiri.” 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk prinsip akuntabilitas ini, seperti dalam hal administrasi, 

pemerintah desa dapat dibilang cukup baik. Walau kadang belum sesuai 

dengan tuntutan undang-undanng yang sebenarnya karena sebenarnya 

salah satu tugas BPD itu melakukan evaluasi terhadap kinerja pemerintah 

desa. Untuk laporannya dapat diakses juga oleh masyarakat melalui papan 

informasi yang disediakan.” 

  

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 

“Peran pemerintah desa ini dalam melakukan prinsip akuntabilitas saya 

rasa cukup baik. Kerena contoh saja bangunan desa ini diaudit secara 

terus-menerus. Bukan selesai bangunan baru diaudit, tetapi semasa dalam 

proses pembangunannya. Jadi hal ini tentu menjadi suatu hal bentuk 

tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah desa pantai cermin kiri. 

Selain itu, ada juga namanya disediakan papan informasi yang berisi 

tentang bentuk laporan pertanggungjawaban yang disediakan agar 

masyarakat dapat mengaksesnya.” 
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  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk peran pemerintah desa ini dalam hal penerapan prinsip 

akuntabilitas atau laporan pertanggungjawaban sudah baik dilaksanakan. 

Melihat ada namanya suatu papan informasi dimana pada papan informasi 

tersebut nantinya akan diletakkan laporan pertanggungjawaban tersebut 

yang bertujuan akan masyarakat juga dapat melihat dan mengetahuinya.” 

 

  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari Segi akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana 

desa dapat disimpulkan bahwa Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri sudah 

menerapkan prinsip akuntabilitas tersebut. Dibuktikan dengan adanya bukti-bukti 

laporan pertanggungjawbaan yang disediakan melalui papan informasi dimana 

masyarakat dapat mengaksesnya juga. 

4.2.2 Transparansi  

  Transparansi merupaksan suatu keterbukaan informasi yang menyangkut 

semua aspek yang berkaitan dengan kepentingan umum. Tranparansi yang 

dilakukan di desa pantai cermin kiri meliputi adanya penyediaan informasi yang 

disediakan oleh pemerintah desa yang bertujuan agar seluruh masyarakat dapat 

mengetahui seta mengakses rincian mengenai kegiatan yang melibatkan 

penggunaan dana desa. 

  Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 

Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepada Desa Pantai Cermin kiri, 

beliau mengatakan bahwa: 
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“Salah satu cara untuk mewujudkan transparansi adalah dengan cara 

diadakannya musyawarah desa, yang kedua dari papan informasi yang kita 

sediakan sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Karena dengan 

keterbukaan yang kita lakukan dengan masyarakat, kita akan 

menyampaikan jumlah uang dana desa yang kita terima dari pemerintah 

dan uang tersebut digunakan untuk apa nantinya. Sehingga masyarakat 

tidak berfikir buruk sangka kepada pemerintah desa dengan fikiran seolah-

olah ada yang kita tutupi. Maka dari itu, kita akan tetap bersifat transparan 

dan berupaya mempublikasikannya melalui papan informasi tersebut.” 

 

  Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris 

Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Pada dasar nya, dalam mewujudkan sifat transparansi dalam 

pengguunaan dana desa di desa pantai cermin kiri ini sudah dilakukan dan 

terlihat jelas. Karena masyarakat juga kita fasilitasi wadah informasi yang 

disebut dengan papan informasi. Terkait masyarakat yang tidak tahu kita 

juga tidak tahu apa sebabnya, entah minat baca mereka yang kurang atau 

rasa ingin tahunya yang kurang kita tidak tahu itu. Tetapi yang jelas terkait 

informasi tetap sudah kita sediakan di papan informasi, dari situlah 

masyarakat dapat melihat dan mengetahuinya.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:  

“Peran Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri dalam mewujudkan sifat 

transparansi ini saya kira sudah dilakukan dengan baik. Sebab dalam 

kegiatan musyawarah juga sudah melibatkan masyarakat. Dari hal itu 

dapat kita lihat bahwa sudah terjadi bentuk transparansi yang dilakukan. 

Menggenai laporan dalam penggunaan dana desa juga ada di papan 

infomasi desa atau papan pengumuman. Dari situ masyarakat dapat 

mengetahuinya.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 
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“Menurut saya peran pemerintah desa pantai cermin dalam mewujudkan 

sifat transparansi ini cukup baik. Karena ia selalu melibatkan peran 

masyarakat juga yang bertujuan agar tidak menimbulkan persepsi 

masyarakat yang tidak-tidak. Dengan hal ini tentu saja wujud transparansi 

itu memang sudah ada. Walaupun tidak mungkin juga semua dapat 

dipaparkan karena sedikit banyaknya tentu ada hal yang bersifat privasi 

yang tidak bisa diakses secara keseluruhan. Hanya garis-garis besar saja.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 

“Kalau soal transparansi atau keterbukaan terhadap penggunaan dana 

desa ini pemerintah desa kalau bapak bilang selalu menghallo-hallokan 

atau memberitahukan ke setiap dusun. Dengan menyampaikan bahwasanya 

dana desa sudah masuk, kira-kira apa yang harus dibangun, di persiapkan 

dan apa yang mau direncanakan melalui musyawarah-musyawarah yang 

ada. Untuk laporan penggunaan dana desa itu ada, hanya saja masyarakat 

hanya dapat melihat secara kasat mata saja tidak mungkin seluruh 

rinciannya. Tetapi, jika ingin mengetahui laporan keseluruhannya saya 

rasa bisa dengan datang langsung ke kantor desa.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri sudah melakukan sifat transparansi. 

Karena dikantor desa sudah mereka sediakan namanya papan informasi. 

Dari situlah masyarakat dapat melihatnya mengenai bagaimana dalam 

penggunaan dana desa ini. Hanya saja bagi masyarakat yang tidak tahu, 

saya rasa dari merekanya sendiri yang kurang mempunyai rasa ingin tahu. 

Namun, dari pemerintah desa sendiri sudah cukup transparansi dan 

masyarakaat juga disediakan wadah untuk mengetahuinya.” 

 

  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa 

dapat disimpulkan bahwa pemerintah desa pantai cermin kiri sudah melakukan sifat 

transparansi tersebut. Karena dibuktikan dengan selalu dilibatkannya peran 
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masyarakat dalam segala kegiatan musyawarah khususnya dalam kegiatan 

penggunaan dana desa ini. Selain itu juga disediakannya laporan mengenai 

penggunaan dana desa yang disediakan melalui papan informasi yang dapat diakses 

juga oleh masyarakat desa pantai cermin kiri. 

4.2.3 Pelibatan 

  Pelibatan merupakan bentuk keterbibatan seseorang terhadap sebuah objek 

berdasarkan kebutuhan. Dimana bentuk pelibatan ini bertujuan agar seluruh elemen 

dapat saling terlibat dalam suatu kegiatan. Di desa pantai cermin kiri pelibatan yang 

terjadi meliputi seluruh aspek tim pelaksana yang terdiri dari seluruh perangkat 

desa, masyarakat dan pihak media yang juga dilibatkan yang bertujuan agar 

seluruhnya dapat mengetahui mengenai program kegiatan apa saja yang akan di 

selenggarakan oleh pemerintah desa. 

  Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 

Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepada Desa Pantai Cermin kiri, 

beliau mengatakan bahwa:  

“Seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan dalam kegiatan rencana 

penggunaan dana desa ini. Yang mencakup seluruh perangkat desa dan 

masyarakat. Karena salah satu fungsi pelibatan ini agar dapat menciptakan 

wujud transaparansi atau keterbukaan terhadap seluruh masyarakat. Maka 

dari itu, seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan. Begitu juga dengan 

tim media, kadang tanpa dilibatkan mereka juga cukup banyak yang datang 

untuk menggali informasi-informasi yang ada.” 

 

  Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris 

Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan 

bahwa: 

“Untuk keterlibatan seluruh tim pelaksana memang wajib dan harus 

dilakukan. Dan alhamdulillah sampai saat ini ketika ada kegiatan penting, 
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contoh pada kegiatan musyawarah tentang dana desa tentu seluruh orang-

orang dilibatkan. Yang bertujuan agar semuanya paham, mengerti dan tahu 

program apa yang harus dilakukan, berapa banyak mengeluarkan dana dan 

bagaimana aspirasi-aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat yang 

mengikuti musyawarah. Karena jika pelibatan ini dilakukan, tentu tidak ada 

rasa salah paham dan tidak menimbulkan pikiran masyarakat yang tidak-

tidak terhadap satu sama lain. Untuk pelibatan media tidak usah ditanya 

lagi, tentu saja ada dan dapat dikatakan banyak sekali.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Seluruh tim pelaksana dalam kegiatan rapat rencana penggunaan dana 

desa ini berharap tentu harus dapat dilibatkan dan saling dapat 

bekerjasama dengan baik. Karena hal ini dapat menjadi suatu pemicu 

saling terbukannya dan dapat memahami apa saja hal yang harus 

direncanakan dan dilakukan kedepannya. Jadi tentu saja keterlibatan 

antara pemerintah desa, perangkat desa dan masyarakat harus dilakukan 

demi mencapai suatu kesepakatan. Selain itu peran media juga sudah pasti 

dilibatkan apalagi dalam hal penggunaan dana desa ini yang mungkin 

dapat dikatakan hal yang sensitif. Maka dari itu, tentu saja peran media 

juga ada terlibat.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk keterlibatan seluruh tim pelaksana sudah pasti seluruhnya 

dilibatkan dan segala hal yang mencakup tupoksi-tupoksi mereka cukup 

dijalankan dengan baik juga. Karena salah satu kegiatan musyawarah itu 

bukan hanya sekedar musyawarah, tetapi dari kegiatan musyawarahlah 

seluruh unsur yang ada dapat dilibatkan agar semua tahu. Untuk tim media 

ini terkadang bisa kita bilang selalu ada. Hanya saja barangkali hasil 

kerjanya itu sesuai atau tidak kita juga tidak tahu. Tetapi yang jelas, 

pelibatan dari tim media itu ada.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa: 
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”Mengenai pelibatan tim pelaksana, tak terlepas dari perangkat desa 

dilibatkanlah BPD, LKMD, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh 

pemuda dan seluruh tim yang ada. Yang bertujuan agar mereka dapat 

merasa dilibatkan dan diajak mengerti sama-sama. Selain dari segi 

musyawarah, seperti kegiatan pembangunan juga dilibatkan pekerja 

mayoritas yang bermukim di desa pantai cermin kiri agar mereka dapat 

merasakan manfaatnya dari upah bekerja. Untuk pelibatan media pastinya 

selalu ada, seperti wartawan, LSM dan sebagainya.”  

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk keseluruhan tim pelaksana cukup dilibatkan semua pihak. Karena, 

dalam musyawarah juga tidak mungkin hanya perangkat desa saja yang 

melaksanakannya. Tentu saja unsur-unsur lain seperti masyarakatnya juga 

ikut dilibatkan agar tahu hasilnya mengenai berapa jumlah dana desanya, 

program apa yang ingin dilakukan, apa saja pendapat masyarakat yang 

ingin dikatakan dan lain sebagainya. Untuk segi tim media saya rasa selalu 

dilibatkan seperti wartawan.” 

 

  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi pelibatan dalam kegiatan tata kelola dana desa 

dapat disimpulkan bahwa Desa Pantai Cermin Kiri sudah melakukan pelibatan pada 

seluruh unsur desa. tak terlepas dari peran pemerintah desa, perangkat desa, 

masyarakat, peran media dan seluruh tim pelaksana juga selalu dilibatkan dalam 

segala bentuk kegiatan musyawarah tersebut. Dimana bertujuan agar semua unsur 

yang terlibat dapat mengetahui dan memahami mengenai perencanaan apa saja  

yang akan dilakukan terhadap penggunaan dana desa tersebut. 

4.2.4 Kesepakatan  

  Kesepakatan merupakan tahapan penting dalam setiap pengambilanm 

keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, 
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strategi dan kebijakan. Untuk mencapai suatu kesepakatan, desa pantai cermin kiri 

melakukan bentuk musyawarah guna untuk mendapatkan suatu keputusan. 

  Berdasarkan Hasil wawancara yang dilaksanakan pada Rabu, 07 April 2021 

Pukul 10.00 WIB dengan Bapak M. Elizar, selaku Kepada Desa Pantai Cermin kiri, 

beliau mengatakan bahwa” 

“Kesepakatan tentu harus dilakukan dengan cara musyawarah untuk 

mufakat. Walau dalam mencapai suatu kesepakatan terdapat beberapa 

argumentasi dari masing-masing masyarakat. Karena kita tahu masing-

masing dusun itu tentu ingin menjadikan dusun mereka itu sebagai 

prioritas. Namun kita jelaskan kembali bahwa kita akan mengadakan suatu 

pembangunan yang sifatnya emergency dahulu agar masyarakat paham. 

Karena pada prinsipnya, desa akan membangun itu secara merata agar 

semua dusun tersentuh dengan bangunan dana desa walaupun sifatnya 

secara bertahap.” 

 

  Selanjutnya juga disampaikan oleh Bapak Rial Husni, selaku Sekretaris 

Desa pada hari Rabu tanggal 07 April 2021 Pukul 14.00 WIB, beliau mengatakan 

bahwa:  

“Untuk mencapai suatu kesepakatan dalam tahapan pengambilan suatu 

keputusan dalam rapat penggunaan dana desa selalu berjalan dengan baik 

dan dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Karena 

kesepakatan merupakan suatu hal yang penting apalagi dalam forum 

masyarakat selalu terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Maka dari 

itu, mufakatlah cara yang dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan 

tersebut.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Jumat, 09 April 

2021 Pukul 09.00 WIB dengan Bapak Syaiful Alamsyah selaku Kaur Keuangan 

Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Untuk mendapatkan suatu kesepakatan sangat mudah. Apalagi pada 

dasarnya kita selalu melakukan kegiatan musyawarah yang tujuannya 

untuk mencapai suatu kesepakatan. Karena yang kita ketahui bersama 

bahwa kesepakatan ini merupakan hal yang sangat penting dalam hal 

pengambilan suatu keputusan. Contoh dalam hal kegiatan rapat dana desa. 

Beberapa pendapat dari masyarakat tentu saja berbeda-beda. Jadi, untuk 
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menyatukan perbedaan masing-masing pendapat itu dilakukanlah 

kesepakatan yang didasarkan atas persetujuan masyarakat tersebut.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Sabtu, 10 

April 2021 Pukul 09.00 dengan Bapak Muspan selaku Ketua Badan 

Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa: 

“Pada dasarnya desa pantai cermin ini sebenarnya tentang demokrasi 

dalam musyawarah sudah menjadi hal yang biasa. Jadi secara tidak 

langsung dari kegiatan demokrasi dalam musyawarah tentu saja 

menghasilkan suatu kesepakatan yang terjadi. Walau kadang pada kegiatan 

musyawarah ini ada argumentasi yang tegang. Tetapi artinya ini bukan 

menjadi hal yang negatif. Kita tetap mencari suatu kesepakatan dengan 

cara mufakat.” 

 

  Kemudian, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Senin, 12 April 

2021 Pukul 10.00 WIB dengan Bapak Chairuddin Syam S.pd Selaku Tokoh 

Masyarakat, beliau mengatakan bahwa:  

“Untuk mencapai suatu kesepakatan, tentu diawali atau dihadapkan dahulu 

dengan pengambilan keputusan. Dari keputusan ini, terdapat beberapa 

keputusan-keputusan dari tiap-tiap peserta rapat yang mereka paparkan. 

Karena pada masyarakat selalu terjadi pro dan kontra dalam 

mengeluarkan pendapat mereka masing-masing. Namun kembali lagi pada 

cara musyawarah mufakat, dimana hal yang menjadi skala prioritas itulah 

yang di sepakati bersama.” 

 

  Selanjutnya, berdasarkan wawancara yang dilaksanakan pada Selasa, 13 

April 2021 Pukul 10.00 WIB dengan Ibu Hadiah, selaku Masyarakat  Desa Pantai 

Cermin Kiri, beliau mengatakan bahwa:  

“Untuk bentuk kesepakatan dalam suatu pengambilan keputusan dirapat 

penggunaan dana desa ini, dapat saya katakan pastinya tentu ada 

kesepakatan. Karena, biasanya selalu dilakukan kegiatan musyawarah 

dimana hasil kegiatan ini akan menghasilkan hasil akhir yang nantinya 

akan di sepakati bersama. Karena pada kegiatan musyawarah tersebut 

tentu saja masing-masing masyarakat mempunyai suara atau pendapat 

yang berbeda-beda dan mereka tentu saja mau mementingkan dusun 

mereka masing-masing. Namun begitu, harus ada bentuk kesepakatan yang 

di ambil dengan cara mufakat ketika sedang berada di forum musyawarah.” 
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  Dari penjelasan serta hasil penelitian dari beberapa informan masyarakat 

Desa Pantai Cermin Kiri, dari segi kesepakatan dalam kegiatan tata kelola dana 

desa dapat disimpulkan bahwa Desa Pantai Cermin Kiri tentu akan menghasilkan 

bentuk kesepakatan yang diperoleh ketika dalam melakukan kegiatan pengambilan 

keputusan-keputusan penting didalam musyawarah. Karena, di dalam kegiatan 

musyawarah tentu harus ada kesepakatan yang akan diambil oleh peserta 

musyawarah dengan cara mufakat. 

A. Pembahasan 

1. Tata Kelola Anggaran Dana Desa 

1.1 Ide 

  Ide dalam penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan hal yang sangat 

penting. Khususnya dalam pelaksanaan kegiatan tata kelola dana desa yang 

merupakan slah satu hal yang berguna dalam menyelesaikan suatu masalah yang 

timbul. Penyelenggaraan tata kelola dana desa akan lebih baik apabila didasarkan 

atas ide atau gagasan yang dibuat. 

 Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Ide dalam bentuk gagasan dalam 

penyelenggaran kegiatan tata kelola dana desa merupakan suatu hal yang sangat 

penting. Baik itu berupa cita-cita atau visi misi penyelenggaraan desa. Hal ni tidak 

lain adalah demokrasi, kerakyatan atau kedaulatan rakyat. Desa ada memang dari 

rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, Desa Pantai 

Cermin Kiri telah membuat suatu ide atau gagasan yang dianggap sangat penting 
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dalam kegiatan tata kelola dana desa. Yaitu dengan mengedepankan cita-cita atau 

visi misi desa berdasarkan RPJM Desa yang ada serta diikut sertakan atau 

dilibatkannya peran masyarakat dalam kegiatan pengelolaan dana desa seperti 

dalam hal musyawarah desa. Hal ini bertujuan agar peran masyarakat juga dapat 

mengetahui bagimana rencana dan program-program apa saja yang akan dibangun. 

Salah satu dari program kegiatan desa pantai cermin kiri adalah di bidang 

pembangunan desa.  

 Adapun program kegiatan desa pantai cermin kiri bidang pembangunan dari 

tahun 2016 sebagai berikut: 

 Tabel 4.1  program kegiatan desa pantai cermin kiri bidang pembangunan 

No Bidang Jenis Kegiatan 

Waktu Pelaksanaan 

Tahun 

2016 

Tahun 

2017 

Tahun 

2018 

Tahun 

2019 

Tahun 

2020 

Tahun 

2021 

1 Pembangunan Desa 

Pembangunan 

gedung/penyeleng

garaan posyandu, 

dan 

peralatan/mesin 

untuk kesehatan 

√ √ √ √ √ √ 

Peningkatan / 

pengerasan jalan 

desa 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan/reh

abilitasi/ 

√ √ √ √ √ √ 
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peningkatan 

prasarana desa 

Pembangunan 

sarana trantib dan 

pintu klep 

√ √ √ √ √ √ 

Fasilitas 

penerangan jalan 

√ √ √ √ √ √ 

Peningkatan 

sumber air bersih 

√ √ √ √ √ √ 

Sistem 

pembuangan air 

limbah 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan 

sarana dan 

prasarana 

√ √ √ √ √ √ 

  Program rehab 

rumah tidak layak 

huni 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan 

pasar desa 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan 

pagar perkuburan 

dan rumah ibadah 

√ √ √ √ √ √ 

Pembangunan/reh

ab kantor desa 

√ √ √ √ √ √ 
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 Dari tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa tingkat program kegiatan desa 

dibidang pembangunan dari tahun 2016 ke tahun 2021 mengalami peningkatan. Hal 

ini dapat dibuktikan dengan telah adanya ide atau gagasan yang dibuat oleh 

pemerintah desa mengenai kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri 

yaitu dengan meningkatnya program kegiatan dibidang pembangunan desa.  

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan ide yang dibuat dapat diambil kesimpulan bahwa, 

pemerintah desa telah membuat suatu ide atau gagasan dengan baik. 

1.2 Aktor 

 Aktor merupakan peran yang membentuk struktur pemerintahan desa. yang 

terdiri dari berbagai unsur elemen yang meliputi kepala desa, Perangkat desa, BPD 

dan seluruh masyarakat desa yang hadir sebgai mitra pemerintah desa untuk 

pelaksanaan pembangunan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. 

 Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Desa memiliki pemerintah desa 

yang dipimpin oleh Kepala Desa, BPD sebagai representasi rakyat desa yang 

memainkan fungsi check and balances dan pengambilan keputusan, lembaga 

kemasyarakatan desa yang hadir sebagai mitra pemerintah desa untuk pelaksanaan 

pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta musyawarah desa 

untuk deliberasi dan pengambilan keputusan kolektif.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, pelaksanaan 

kegiatan tata kelola dana desa  meliputi seluruh tim pelaksana tidak terlepas dari 

kepala desa sebagai penanggung jawab, semua unsur-unsur perangkat desa, diawasi 



60 
 

 
 

oleh Badan permusyawaratan desa (BPD) Desa Pantai Cermin Kiri untuk 

pelaksanaan pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan masyarakat, serta 

musyawarah desa dan pengambilan keputusan. Selain dari itu peran masyarakat 

juga ikut dilibatkan yang bertujuan agar para aktor pemangku kepentingan dapat 

melakukan pengelolaan dana desa dengan baik dan berharap masyarakat puas 

dengan apa yang telah dilakukan oleh para aktor pemangku kepentingan tersebut. 

Salah satu hal yang membuktikan terlibatnya seluruh aktor dalam kegiatan tata 

kelola dana desa ini adalah pada saat dilaksanakanya kegiatan susunan tim perumus 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Desa Pantai Cermin 

Kiri, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2022. 

 Adapun daftar nama yang terlibat dalam kegiatan perumusan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa). Desa Pantai Cermin Kiri, 

Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2016-2022. 

sebagai berikut:  

 Tabel 4.2 Nama-nama peserta pada kegiatan perumusan RPJM Desa Pantai 

Cermin Kiri Tahun 2016-2022 

No Nama Jabatan Jabatan dalam tim 

1 M. Elizar Kepada Desa Penanggung jawab 

2 Imanda Sek. Desa Ketua 

3 H.M. Ashad Ketua LKMD Sekretaris 

4 Baharudin Tanjung Anggota LKMD Anggota 

5 Zainal Abidin A.Ma.Pd Ketua BPD Anggota 

6 Eli Sopiah Kepala Dusun II Anggota 
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7 Jaharrudin Kepala Dusun III Anggota 

8 Muspan Karang Taruna Anggota 

9 Chairuddin Syam Tokoh Masyarakat Anggota 

10 Bahtiar Tokoh Masyarakat Anggota 

11 Hamsiah Ketua PKK Anggota 

 

 Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa, aktor dalam kegiatan desa sudah 

dibentuk dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan diikut sertakannya berbagai 

elemen desa yang akan hadir didalam kegiatan musyawarah dan kegiata-kegiatan 

desa lainnya.  

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan aktor dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat 

diambil kesimpulan bahwa, desa pantai cermin kiri sudah membentuk aktor atau 

peran dalam pengelolaan pemerintahan desa dengan baik. 

1.3 Arena 

 Arena merupakan suatu tempat atau wadah yang akan di lakukannya suatu 

kegiatan desa. misalnya pada musyawarah desa sebagai ruang politik bagi beragam 

aktor dan institusi desa untuk membicarakan, menegosiasikan, dan mengambil 

keputusan tang terkait dengan perencanaan, penganggaran, pelayanan, 

pembangunan dan lain-lain. 

 Sutoro Eko (2018) mengemukakan bahwa, Arena merupakan tempat dalam 

bentuk ruang dan aktivitas yang dimainkan oleh aktor institusi desa. Perencanaan, 

penganggaran, peraturan, pembangunan dan pelayanan merupakan bentuk-bentuk 

arena dalam penyelenggaraan desa.  



62 
 

 
 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Sutoro Eko (2018) sesuai dengan hasil penelitian. Karena, arena atau 

ruang untuk melakukan kegiatan tata kelola dana desa ini adalah dilakukan dalam 

bentuk musyawarah yang diawali dengan musyawarah dusun (musdus) terlebih 

dahulu lalu masuk ke musyawarah desa yang dilakukan saat musrenbang. Dimana 

pada kegiatan ini diaharapkan seluruh masyarakat dapat mengeluarkan 

pendapatnya mengenai perencanaan, peraturan, penganggaran soal dana desa dan 

program apa saja yang akan dilakukan dalam penggunaan dana desa ini.  

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan arena dalam kegiatan tata kelola dana desa dapat 

diambil kesimpulan bahwa, arena dalam kegiatan tata kelola dana desa pantai 

cermin kiri sudah membentuk arena dengan baik. 

2. Perencanaan Partisipatif 

2.1 Akuntabilitas 

 Akuntabilitas merupakan salah satu pilar good governance yang menjadi 

kewajiban pemerintah dalam melaporkan pertanggungjawaban atas kinerja yang 

dihasilkan. Aspek yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai dalam memberikan 

pelayanan dapat dilihat dari adanya pertanggungjawaban terhadap pekerjaan yang 

telah dilakukan. Akuntabilitas juga menjadi faktor utama dalam memberikan 

pelayanan agar terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik. Tata kelola 

pemerintahan yang baik adalah tata kelola pemerintahan yang hasilnya dapat 

dipertanggungjawabkan. Bentuk pertanggungjawaban tersebut berupa 

penyelenggaraan program dan kegiatan harus mencapai hasil yang memiliki 
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manfaat baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Akuntabilitas 

bertujuan untuk mewujudkan pemerintah yang akuntabel, serta mampu 

mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat. 

 Halim (2014:83) berpendapat bahwa, akuntabilitas adalah kewajiban untuk 

memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan 

tindakan seseorang/badan hukum atau pimpinan suatu organisasi kepada pihak 

yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau 

pertanggungjawaban. Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga 

menjelaskan bahwa, akuntabilitas merupakan suatu pekerjaan yang telah dilakukan 

dan hasilnya dapat dipertanggung jawabkan di hadapan masyarakat serta memiliki 

bentuk tanggung jawab yang jelas. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Halim dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)  sesuai dengan hasil 

penelitian. Karena, pemerintah desa pantai cermin kiri dalam hal akuntabilitas 

sudah memegang prinsip itu. Karena segala bentuk-bentuk laporan selalu ada 

disertai dengan bukti-bukti yang dibuat. Selain itu, wadah untuk menyampaikan 

informasi mengenai laporan pertanggungjawaban juga disediakan yang disebut 

dengan papan  informasi atau papan pengumuman yang bertujuan dibuat agar 

masyarakat dapat melihat atau mengakses laporan pertanggung jawaban yang 

sediakan dipapan informasi tersebut. 

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa 
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dapat diambil kesimpulan bahwa, akuntabilitas dalam kegiatan tata kelola dana desa 

pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan baik. 

2.2 Transparansi 

 Transparansi merupakan keterbukaan informasi terhadap publik dan juga 

merupakan salah satu aspek penunjang kinerja pelayanan. Transparansi bertujuan 

untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat, serta memberikan kemudahan 

akses informasi. 

 Adrianto (2007), berpendapat bahwa, transparansi adalah keterbukaaan 

secara sungguh-sungguh, menyeluruh dan memberi tempat bagi partisipasi aktif 

dari seluruh lapisan masyarakat dalam proses pengelolaan sumber daya publik. 

Selanjutnya, Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menjelaskan bahwa, 

transparansi merupakan keterbukaan  informasi merupakan salah satu lambang tata 

kelola pemerintahan  yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek yang 

berkaitan dengan kepentingan umum.  

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Halim dan Lembaga Administrasi Negara (LAN)  sesuai dengan hasil 

penelitian. Karena, salah satu cara pemerintah desa pantai cermin kiri untuk 

mewujudkan prinsip transparansi adalah dengan cara diadakannya musyawarah 

desa. Hal ini dilakukan agar masyarakat juga ikut serta mengetahui mengenai 

rincian program apa saja yang akan dilaksanakan serta berapa jumlah anggaran 

dana desa yang akan dikeluarkan nantinya. Yang kedua dari papan informasi yang 

telah sediakan. Hal ini terkait segala bentuk laporan yang dibuat dalam pemaparan 

penggunaan dana desa sehingga masyarakat dapat mengaksesnya. Karena dengan 
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keterbukaan yang dilakukan dengan masyarakat, akan mengurangi pikiran buruk 

masyarakat terhadap Pemerintah Desa Pantai Cermin Kiri walaupun tidak semua 

aspek kegiatan sudah transparansi.   

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa 

dapat diambil kesimpulan bahwa, transparansi dalam kegiatan tata kelola dana desa 

pantai cermin kiri sudah dilakukan dengan cukup baik. Walaupun belum semua 

aspek kegiatan yang bersifat transparansi hanya saja kegiatan-kegiatan tertentu saja. 

2.3 Pelibatan 

 Pelibatan merupakan suatu hal yang penting dalam menentukan suatu proses, 

cara atau perbuatan yang dilakukan. Adapun fungsi pelibatan ini bagi 

penyelenggaraan pemerintahan desa adalah agar terciptanya pemahaman 

masyarakat dalam rangka seluruh kegiatan desa.  

 Japarianto dan Sugiharto (2013) mendefinisikan pelibatan merupakan sebagai 

bentuk hubungan seseorang terhadap sebuah objek berdasarkan kebutuhan, nilai 

dan ketertarikan. Selanjutnya, Setiadi (2005) mendefinisikan pelibatan adalah 

tingkat kepentingan pribadi yang dirasakan penting atau minat yang dibangkitkan 

oleh stimulus di dalam situasi spesifik hingga jangkauan kehadirannya, konsumen 

bertindak dengan sengaja untuk meminimumkan resiko dan memaksimumkan 

manfaat yang diperoleh dari pembelian dan pemakaian. 

 Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Japarianto dan Sugiharto (2013) Serta Setiadi (2005) sesuai dengan 

hasil penelitian. Karena, seluruh tim pelaksana telah dilibatkan dalam kegiatan 
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rencana tata kelola dana desa ini yang bertujuan agar terbentuk sebuah hubungan 

terhadap sebuah objek yang didasarkan oleh kebutuhan penting yang mencakup 

seluruh perangkat desa dan masyarakat. Karena salah satu fungsi pelibatan ini agar 

dapat menciptakan wujud transaparansi atau keterbukaan terhadap seluruh 

masyarakat. Yang bertujuan agar semuanya paham, mengerti dan tahu program apa 

yang harus dilakukan, berapa banyak mengeluarkan dana dan bagaimana aspirasi-

aspirasi yang dikeluarkan oleh masyarakat yang mengikuti musyawarah. Maka dari 

itu, seluruh tim pelaksana tentu harus dilibatkan. Begitu juga dengan tim media, 

yang cukup banyak ada dengan tujuan untuk menggali informasi-informasi yang 

ada. 

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan pelibatan dalam kegiatan tata kelola dana desa 

dapat diambil kesimpulan bahwa, pelibatan yang dilakukan di desa pantai cermin 

kiri sudah dilakukan dengan baik, karena pada setiap proses kegiatan desa selalu 

melibatkan peran masyarakat dan media. 

2.4 Kesepakatan 

 Kesepakatan merupakan suatu hal yang sangat penting pada semua tahapan 

pengambilan keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, 

perumusan tujuan, strategi dan kebijakan dan prioritas program. 

  Subekti berpendapat bahwa kesepakatan merupakan persesuaian kehendak 

antara dua pihak yang berarti apa yang dikehendaki oleh pihak pertama juga 

dikehendaki oleh pihak yang lainnya dan kehendak tersebut sesuatu yang sama 

secara timbal balik. Selanjutnya, Sudikno Mertokusumo memberikan pengertian 
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kesepakatan merupakan sebagai hubungan hukum antara dua pihak atau lebih 

berdasarkan kata sepakat untuk menimbukan suatu keputusan dan akibat hukum. 

  Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh maka dapat disimpulkan bahwa 

pernyataan Subekti dan Sudikno Mertokusumo sesuai dengan hasil penelitian. 

Karena, bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dan masyarakat 

desa dalam tahap pengambilan suatu keputusan adalah dilakukan dengan cara 

musyawarah untuk mufakat yang melibatkan beberapa pihak. Karena kesepakatan 

merupakan suatu hal yang sangat penting pada semua tahapan pengambilan 

keputusan seperti perumusan prioritas isu dan permasalahan, perumusan tujuan, 

strategi dan kebijakan, dan prioritas program apalagi dalam forum masyarakat 

selalu terjadi perbedaan pandangan atau pendapat. Maka dari itu, mufakat 

merupakan cara yang dilakukan agar mencapai suatu kesepakatan tersebut. 

 Hasil analisis yang telah diuraikan diatas, bahwa berdasarkan hasil penelitian 

dan dikaitkan dengan pernyataan kesepakatan dalam kegiatan tata kelola dana desa 

dapat diambil kesimpulan bahwa, kesepakatan yang dilakukan di desa pantai 

cermin kiri sudah dilakukan dengan baik, yaitu dengan cara mufakat dalam segala 

kegiatan musyawarah desa yang tujuannya agar mendapatkan sebuah kesepakatan 

dalam setiap pengambilan keputusan. 
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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

Pada bab ini, penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan berdasarkan 

uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, analisi data, hasil 

penelitian serta pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Tata Kelola Dana Desa 

Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai Cermin Kiri Kabupaten Serdang 

Bedagai sudah dilakukan dengan cukup baik dan selalu mengedepankan partisipasi 

masyarakat. 

Kegiatan tata kelola dana desa di desa pantai cermin kiri dikatakan dapat 

berjalan dengan baik karena dibuktikan dengan pemerintah desa pantai cermin kiri 

sudah menjalankan peranan nya dengan baik dengan mengedepankan sebuah ide 

atau gagasan dalam membuat suatu perencanaan, melibatkan aktor dalam 

pelaksanaan kegiatan, menyediakan arena untuk wadah diskusi, mengedepankan 

sikap akuntabilitas dan transparansi, melakukan pelibatan pada seluruh proses 

kegiatan dan mengedepankan kesepakatan dalam setiap proses penting dalam 

pengambilan keputusan. 

5.2 SARAN 

Tata Kelola Dana Desa Berbasis Perencanaan Partisipatif Di Desa Pantai 

Cermin Kiri Kabupaten Serdang Bedagai, diharapkan tetap dilakukan dengan baik. 

Agar dapat terus berkembang dan terus berinovasi sehingga sistem 

penyelenggaraan pemerintah desa dapat selalu berjalan dengan baik. Tingkat 
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partisipasi masyarakat juga tetap harus di tingkatkan dan selalu dilibatkan dalam 

setiap proses kegiatan desa. Agar masyarakat dapat terus mengetahui dan 

memahami terkait apa saja kegiatan desa yang akan dilaksanakan. 
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